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BUPATI KARIMUN

bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran BAB M Hal
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun (APBD) dan
Perubahan Anggaran PendaR%tan dan Belanja Daerah huruf D
an%ka 1 poin J Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang_ Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui
Penetapan Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD;

bahwa berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau
perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional
atau daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentangl_ Perubahan atas Peraturan
Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (rembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);



Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, I(_abulo(aten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
&Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangi ung Jawab Keuangan Negara
grLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
ﬁorgg)ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
I\!e%ara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



10.

11.

13.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-
Undang gLembaran Neﬁara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan 8_embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lemparan Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang C||i)_ta Keija Menjadi Undang-Undang
%_Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
GSFEg?ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daeran dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuanigan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik 1(Lembaran Negara ReP\IUb“k Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



16.
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18.
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20.
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20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201
tentang Desa gLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
%_Lembaran Negﬁlra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

ambahan embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah %Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
I\!e%ara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administaratif
Pimpinan dan An%?ota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
%_Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
ambahan embaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan  Pemerintan Nomor 33 Tahun 2018 tentan
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Waki
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan  Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi P_enP/eIenggaraan Pemerintah Daerah %(ﬂem aran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6517);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa Sembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintan Nomor 35Tahun 2023 tentan
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daera
%_Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
ambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor  1Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam eri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri ~ Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanjla Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban = Penggunaan  Bantuan  Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630); _ _

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentan? Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



32.
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41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan  Pemerintanan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun ahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017

Nomor é?) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
omor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 2);



42. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 ?Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2025 Nomor 3);

43. Peraturan Bupati Karimun Nomor 90 Tahun 2022 tentan

Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daera

Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2022 Nomor 90);

44. Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 91);

45. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 34).

VEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG  PENJABARAN  PERUBAHAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun
Nomor 34 Tahun 2025 tent_anlg Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025
Nomor 34) diubah sebagai berikut:

Pasal 1
1 Pendapatan daerah
a. Semula Rp 1.261.374.051.671,00
b. Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan
daerah setelah perubahan Rp 1.261.374.051.671,00

2. Belanja daerah:
A Belanja Operasi
a. Semula Rpl.078.707.539.908,11
b. Bertambah Rp 197.015.889,00
Jumlah belanja operasi setelah
perubahan Rpl.078.904.555.797,11

B. Belanja Modal
a. Semula Rp 121.755.354.600,09
b. Berkurang Rp  (157.971.500,00)
Jumlah belanja modal setelah
perubahan Rp 121.597.383.100,09



C. Belanja Tidak Terduga

a. Semula Rp 2.900.000.000,00

b. Berkurang Rp  (39.044.389,00)

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp  2.860.955.611,00

D. Belanja Transfer
a. SemulaRp99.675.168.734,98

b. Bertambah Rp 0,00
Jumlah belanja transfer
setelah perubahan Rp 99.675.168.734,98

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan

Semula Rp 44.164.011.572,18
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah perubahan Rp 44.164.011.572,18

Pengeluaran pembiayaan
Semula Rp 2.500.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 41.664.011.572,18
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp 0,00

Ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 34
Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun
Anggaran 2025 diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | dan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
padatanggal 18 September 2025

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
padatanggal 18 September 2025

F. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

DIUNAIDY
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 3/



